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FUNGSI KOMITE DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMA MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat yang dinamis pendidikan memegang peran yang
sangat menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu
Islam sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin merupakan konsekuensi logis
bagi umatnya untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, baik
moral maupun intelektual serta berketerampilan dan bertanggung jawab. Salah
satu upaya untuk menyiapkan generasi penerus tersebut adalah melalui
lembaga pendidikan sekolah.

Secara umum, pendidikan di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan
dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan,
penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal
keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta dapat melanjutkan
pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Abdul Majid, 2004:135) .

Seringkali pendidikan menjadi fokus perhatian dan sasaran
ketidakpuasan. Hal ini terjadi karena pendidikan menyangkut hajat semua
orang. Karena itu pendidikan perlu perbaikan dan peningkatan sehingga
relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Berarti sekolah sebagai

organisasi yang dirancang untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu



perlu  memberdayakan Komite Sekolah sebab pada dasarnya kekuatan
akselerasi peningkatan mutu akan tercapai jika dibangun bersama masyarakat.
Namun bentuk dan peran serta masyarakat umumnya masih dalam
pemberian sumbangan dana, misalnya pembayaran SPP dan iuran dana
Sekolah. Hal ini tidak terlepas dari semakin terbatasnya berbagai sumber
pendukung dari pemerintah. Undang-undang dasar 1945 yang secara historis
disebut sebagai Indonesian Declaration Of Independence, dalam pembukaan
secara jelas mengungkapkan alasan didirikannya negara untuk: (1)
Mempertahankan bangsa dan tanah air, (2) Mensejahterakan kesejahteraan
rakyat, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta dalam
mewujudkan perdamaiaan dunia yang abadi dan berkeadilan. Konsep
pencerdasan kehidupan bangsa berlaku untuk semua komponen bangsa. Oleh
karena itu, Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3)
menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005. hal:1).
Diatur juga dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, yakni memiliki visi terwujudnya system
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang

selalu berubah (UU guru dan dosen & SisDikNAs, cet 1, 2006, WIPRESS).



Di Indonesia, penataan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan sebenarnya telah dilembagakan sejak 1992, vyaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam pendidikan nasional dan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang pembentukan dewan
pendidikan dan komite sekolah. Peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut
memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan
nasional yang bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada
masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui
pendidikan mulai disadari oleh masyarakat dan ini mendorong berbagai
perhatian terhadap pelayanan pendidikan. Karena itu pendidikan sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas SDM sudah semestinya menjadi prioritas
utama dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Sebagai bahan bandingan, Govinda (2000) dalam laporan
penelitiannya “School Autonomy and Efficiensy: Some Critical Issues and
Lessons” menjelaskan bahwa di Amerika dan Australia, Fungsi serta orangtua
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat tinggi. Hal itu
paling tidak tercermin dalam pembayaran pajak masyarakat yang dialokasikan
pemerintah negara bagian untuk pendidikan. Tidak heran jika orangtua dan
masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Pendidikan
(board of education) di tingkat kabupaten/kota atau komite sekolah (school

board) di tingkat sekolah mempunyai hak yang sangat tinggi dalam



menentukan peningkatan kualitas pendidikan, bahkan mempunyai otoritas
yang sangat tinggi pula untuk ikut memberhentikan guru dan kepala sekolah
(www. komite sekolah.co id.).

Fenomena di Indonesia tentang beberapa kasus sekolah di Medan, Deli
Serdang, Binjai, dan Langkat, serta daerah lainnya yang luput dari
pemberitaan menunjukkan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai
perwakilan masyarakat diduga kurang tepat sehingga menimbulkan
ketidakpuasan (demontrasi) terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Ketidakpuasan itu tidak ditangani serius, dikhawatirkan bahwa partisipasi
masyarakat membantu penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin rendah,
implementasi MBS menjadi tidak optimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM)
pendidikan tidak tercapai, dan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak
mendapat dukungan dari masyarakat.

Realisasi desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah/sekolah
berwujud diberikannya otonomi yang luas untuk mengelola sumber daya
sekolah/sekolah secara optimal. Optimalisasi sumber-sumber daya berkenaan
dengan pemberdayaan sekolah/sekolah tersebut merupakan alternatif yang
paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah/sekolah yang mandiri dan
memiliki keunggulan tinggi. Bentuk otonomi tersebut dalam istilah
manajemen pendidikan disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Sementara istilah manajemen berbasis sekolah itu sendiri diterjemahkan dari
istilah School Based Management. Merupakan paradigma baru pendidikan

yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat)



dalam rangka kebijakan nasional. Sebagai salah satu wujud dari reformasi
pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi
dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan
kinerja para staf, menawarkan MBS partisipasi langsung kelompok-kelompok
yang terkait, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.

Sutisna (1987 : 145) mengemukakan maksud hubungan sekolah
dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang
maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, menilai program sekolah,
mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan anak didik, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya
pendidikan sekolah dalam era pembangunan, membangun dan memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang
pekerjaan sekolah, mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan
dan peningkatan program sekolah (E. Mulyasa, 2003: 164.).

Mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
diharapkan akan menumbuhkan rasa kepemilikan dalam diri setiap anggota
masyarakat, sehingga mereka akan merasa tanggung jawab terhadap mutu dan
kelangsungan hidup dari sekolah/sekolah yang bersangkutan, tambahan lagi
sekolah/sekolah tersebut, akan selalu mendapatkan kontrol dari mereka serta
monitoring dari pemerintah pusat, dengan demikian akuntabilitas akan lebih
terjaga. Selama ini masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun tidak begitu
mempedulikan dunia pendidikan. Dalam bidang pemberdayaan sekolah

Fungsi serta masyarakat sangat rendah. Bahkan sebaliknya, masyarakat



maunya menyerahkan segala-galanya yang berkaitan dengan pendidikan anak-
anak kepada sekolah secara total. Selain itu masyarakat khususnya wali murid,
sulit untuk diajak membangun sekolah ke arah yang lebih maju baik yang
menyangkut fungsi kerasnya seperti gedung, bangku, papan tulis, maupun
fungsi lunaknya seperti honorarium guru, dan pantas atau tidaknya sumbangan
yang diberikan kepada sekolah.

Perubahan suasana politik di Indonesia yang muncul dari adanya krisis
ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis social politik berimplikasi
kepada perubahan dalam berbagai bidang antara lain bidang pendidikan. Isu
sentralisasi menjadi desentralisasi yang sebelumnya telah dimunculkan
sebagai upaya pemberdayaan daerah telah terjadi. Terdorong oleh suasana
perubahan politik kenegaraan, semakin diyakini bahwa salah satu upaya
penting yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan, adalah
dengan pemberdayaan sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
yang intinya memberikan kewenangan dan pendelegasian kewenangan
(delegation of authority) kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan
peningkatan kualitas secara berkelanjutan (quality continuous improvement).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai terjemahan dari School
Based Management, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk
me-redisain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada
kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya
perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang

tua siswa, dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah merubah sistem



pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan
keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepntingan di tingkat lokal (local
staholders).

Melalui MBS sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan
keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah.
Dengan MBS unsur pokok sekolah, memegang kontrol yang lebih besar pada
setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian
menjadi lembaga non struktural yang disebut Dewan Sekolah yang
anggotanya terdiri dari: guru, kepala sekolah, administrator, orang tua,
anggota masyarakat dan murid. Oleh karena itu, MBS memerlukan upaya-
upaya penyatupaduan/penyelarasan sehingga pelaksanaan pengaturan berbagai
komponen sekolah tidak tumpang tindih, berbenturan, saling lempar tugas dan
tanggung jawab. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan
efisien. Terdapat tujuh komponen yang harus dikelola oleh MBS. Dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan salah satunya pengelolaan kurikulum
dan program pengajaran. Keberhasilan pembaharuan kurikulum muatan lokal
ditentukan oleh banyak faktor salah satunya faktor luar sekolah yaitu
masyarakat melalui komite sekolah.Orang tua dan masyarakat dapat
berpartisipasi dalam pembaharuan berbagai keputusan.Masyarakat dapat lebih
memahami,serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan
termasuk kegiataan pembelajaran melalui Fungsi yang dimilikinya.

Dewan sekolah (school council) dapat juga disebut komite sekolah

(school committee). Komite sekolah merupakan suatu lembaga yang perlu



dibentuk dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Pada
hakikatnya komite sekolah ini dibentuk untuk membantu mensukseskan
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, dari pelaksanaan sampai
dengan penilaian. SMA Muhammadiyah 1 Sragen merupakan lembaga
sekolah Islam yang berada di kecamatan Sragen yang dalam pelaksanaannya
pendidikan mengoptimalkan fungsi komite sekolah. Sebagai lembaga
pendidikan sekolah yang pengoptimalan pada komite sekolah diharapkan
berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan yakni menjadi kepribadian
secara utuh baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan keadaan seperti itu,
mendorong peneliti ingin mengetahui kenyataan dengan mengamati secara
teliti dan sistematis melalui penelitian pendidikan. Kegiatan ini akan penulis
terapkan pada SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Dengan mengambil judul
skripsi : “Fungsi Komite Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada

pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen”.

. Penegasan Istilah
Untuk memperjelas dan menghindari kesalahan pemahaman dalam
menafsirkan istilah dalam judul skripsi , maka perlu dijelaskan istilah-istilah
yang berkaitan dan penting dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang
perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :
1. Fungsi
Fungsi adalah pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari
seseorang dalam manajemenen dan ditentukan berdasarkan status yang ada

padanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 322).



2. Komite Sekolah
Komite sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi Fungsi serta
masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik pra sekolah, jalur
sekolah maupun luar sekolah (Surat Keputusan  MenDikNas No.
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah)
3. Pembelajaran PAI
Pembelajaran PAI adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi
unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur
yang saling mempengaruhi dalam usaha bimbingan dan asuhan terhadap
anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan
mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan
hidup (way of life).( Zakiah Daradjat, 1996: 86.)
4. Manajemen Berbasis Sekolah
MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang
berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau
pembelajaran. (Nurkolis, 2003: 1)

5. Berdasarkan pada penegasan-penegasan istilah diatas, maka pengertian
judul secara keseluruhan adalah kegiatan penelitian yang menulis objek
SMA Muhammadiyah 1 sragen tentang fungsi Komite Sekolah dalam arti
mengidentifikasi fungsi-fungsi Komite Sekolah yang dilaksanakan pada
sekolah tersebut sehingga dapat mempengaruhi terjadinya pembelajaran

mata pelajaran PAI khususnya.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang penulis

ungkapkan adalah “Bagaimana fungsi komite dalam Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) pada pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelititan ini adalah:

a.

Untuk mendeskripsikan fungsi komite dalam Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) pada pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1
Sragen.

Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan
Fungsi komite dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada

pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen.

Manfaat Penelitian

a.

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan atau
masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga
pendidikan umum maupun pendidikan Islam dalam kinerja Komite
Sekolah.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan elemen

pendidikan dalam pengembangan sekolah.
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c. Untuk menambah wawasan praktis sebagai pengalaman bagi penulis

sesuai dengan disipilin ilmu.

E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berhubungan dengan komite sekolah yang

dilaksanakan peneliti sebelumnya :

1. Jumiran (UMS,2005 ) dalam tesisnya yang berjudul “ optimalisasi peran
dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA
Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri mojogedang .

Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam peran komite sekolah dalam
pengembangan sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri
Mojogedang, peran dan fungsi komite sekolah. Hal itu dilakukan dengan
cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan mengadakan
pertemuan rutin yang membahas tentang kemajuan sekolah.
Mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bentuk kerjasama komite sekolah
dengan warga sekolah yang dilakukan yaitu: mengadakan diskusi tentang
pengelolaan dana sekolah, insentif guru dan tenaga tidak tetap/ honorer
,memberikan arahan kepada siswa baik secara langsung maupun tidak
langsung , memberikan semangat kepada guru untuk berkompetisi.
Optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah diupayakan secara sungguh-

sungguh di kedua SMA tersebut.Masing-masing SMA mempunyai strategi
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optimalisasi peran komite sekolah yang disesuaikan dengan singkat
kemampuan/daya dukung lingkungan , fisik, sosial, dan religius.

. Marimin (UMS, 2006) dengan judul tesisnya “ peran Komite Sekolah
dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi pada SD di Banjarsari
dan Serengan kota Surakarta) “

Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan peran, komite
sekolah SD di Banjarsari dan Serengan masih kurang terlibat secara
keseluruhan guna memperlancar pendidikan. Komite sekolah masih
berpartisipasi di Bidang anggaran dan pendanaan serta belum menggali
potensi-potensi yang ada dengan kata lain pertisipasi masih komite
sekolah terbatas. Kemudian dalam melaksanakan perannya, Komite
sekolah (SD di Banjarsari dan serengan) belum secara optimal dalam
perannya sebagai badan yang memberi pertimbangan, pendukung,
pengontrol, dan mediator.

. Yulianti (UMS, 2005 ), dalam penelitianya yang berjudul “ Strategi
Pimpinan Madrasah Dalam meningkatkan Fungsi komite madrasah di
MTsN 1 Boyolali “.

Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam strategi pimpinan madrasah
dalam meningkatkan Fungsi komite madrasah di MTsN 1 Boyolali dapat
diklasifikasi menjadi 7 macam :1) memilih orang-orang yang tepat
menjadi pengurus komite madrasah, 2) membagi beban kerja yang merata
sehingga pengurus komite dapat bekerja secara maksimal, 3) menjalin

kerjasama dan komunikasi yang baik dengan adanya keterbukaan
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(transparan ) dalam bekerjasama, 4) saling menjaga amanah dalam
menjalankan tugas serta ada keinginan untuk berbenah diri dan bukan
untuk saling menjatuhkan satu sama lain, 5) memberi poin/nilai bagi yang
berprestasi, 6) menjalin rasa kekeluargaan, dan 7) melibatkan komite
sekolah dalam setiap kegiatan yang ada di Madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis di sini akan
mengadakan penelitian tentang Fungsi komite sekolah. Adapun yang
membedakan dengan penelitian yang terdahulu, pada penelitian ini
peneliti lebih menekankan pada Fungsi Komite dalam Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) pada Pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah
1 Sragen yang mana sekolah ini belum pernah diteliti sebelumnnya.
Untuk itu peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai hal-hal
yang menyangkut tentang penelitian di atas.

Komite Sekolah adalah badan independen untuk mewadahi peran
serta masyarakat dalam membantu penyelenggaraan dan peningkan mutu
pendidikan (Sagala, 2009: 256). Kedudukan komite di sekolah adalah
sebagai lembaga mandiri ,dibentuk dan berfungsi dalam peningkatan mutu
pelayanan dengan memberikan pertimbangan,arah dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan

(Sagala, 2007: 240). Fungsi komite Sekolah adalah memberi
Pertimbangan (Advisory Agency), Pendukung (Supporting Agency),

Pengontrol (Controlling Agency), dan Penghubung (Mediating Agency)
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dalam membantu penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
(Sagala, 2009: 256). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada
prinsipnya adalah sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah
pengembangan sesuai kondisi dan tuntutan msyarakat (Sagala,2007:154).
MBS juga merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang meredesain
dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan
sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Sagala,
2007:153).

Sedangkan fungsi komite sekolah dalam PBM adalah menyediakan
sumber daya pendidikan agar dalam pengelolaan pendidikan dapat
memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak
mungkin dan ikut serta untuk meneliti berbagai macam permasalahan
belajar Sedangkan fungsi komite sekolah dalam pembelajaran PAI adalah
sebagai pendukung, pengontrol, dan penghubung didalam pembaharuan
kurikulum pengajaran khususnya muatan lokal pembelajaran PAI yang
meliputi Baca Tulis Al-Qur’an (BTA), sholat jama’ah, sebelum belajar
membaca do’a, membaca surat-surat pendek, al bar’qi, seni membaca Al
Qur’an, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi aspirasi dari orang tua
mengenai pengetahuan peserta didik tentang agama Islam yang kurang

dalam pengaktualisasian terhadap kehidupan di masyarakat.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan bentuk
penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah
mendiskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang penerapan
management berbasis sekolah dan strategi yang dilakukan oleh komite
sekolah dalam mengatasi kendala-kendala pada pembelajaran guru PAI di
SMA Muhammadiyah 1 Sragen . Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu
metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa,
kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah
atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual
sebagaimana adanya saat penelitian yang belangsung dilaksanakan
(Sudjana, 1989: 64).

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif
kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini
berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan
perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait
dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini
menggunakan perspektif fenomenologis yaitu mencari kebenaran sesuatu
dengan cara menangkap fenomena dan gejala yang memancar dari objek
yang diteliti. Apabila peneliti melakukan pengamatan yang maksimal dan

bertanggung jawab maka akan diperoleh variasi refleksi dan objek. Bagi
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objek manusia gejala dapat berupa mimik, panto mimik, ucapan, tingkah
laku, dan lain-lain (Arikunto, 2002: 12).

Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala
tersebut. Jadi dengan perspektif fenomenologis ini peneliti dapat
memahami gejala-gejala dari objek mengenai penerapan management
berbasis sekolah dan strategi yang dilakukan oleh komite sekolah dalam
mengatasi kendala-kendala pada pembelajaran guru PAIl di SMA
Muhammadiyah 1 Sragen .

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang

beralamatkan di Jalan Raya Sukowati, Desa Sine, Kecamatan Sragen ,

Kabupaten Sragen.

. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek
dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang
ada kaitannya dengan fungsi komite sekolah dalam manajemen berbasis
sekolah (MBS) pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, diperlukan
adanya sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan
dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data merupakan hal
yang esensi untuk menguak suatu permasalahan, dan data juga diperlukan
untuk menjawab masalah penelitian. untuk memperoleh data yang obyektif
sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek penelitian, maka data berasal

dari:
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a. Manusia: Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru PAI, Siswa, dan
Masyarakat.

b. Dokumen: Yaitu data-data pendukung dari buku yang dapat dijadikan
referensi, notulen rapat, catatan harian, peraturan sekolah, majalah, dan
sebagainya.

c. Peristiwa: Yaitu data diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
selama disekolah, rapat komite sekolah, maupun saat pembelajaran
PAL.

4. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga
teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

Data peristiwa dan perilaku sehari-hari akan di teliti dengan teknik

observasi (pengamatan langsung dilapangan), data realitas simbolik

tentang wujud pelaksanaan pembinaan moral akan diteliti dengan teknik
interwiew terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan data
berupa dokumen dengan teknik dokumentasi dan metode angket atau
kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang strategi komite

dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada pembelajaran PAI di

SMA Muhammadiyah 1 Sragen.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

penulis menggunakan metode sebagai berikut :
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a. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhdap fakta-fakta yang
diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah
yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki.

Metode observasi penulis gunakan untuk mengamati peristiwa-
peristiva yang terjadi berkaitan dengan komite sekolah dalam
management berbasis sekolah pada pembelajaran PAI di SMA
Muhammadiyah 1 Sragen .

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan
cara bertanya langsung kepada responden, wawancara adalah salah
satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, akan
kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya
langsung kepada responden. Sedangkan wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara
yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan
yang akan diajukan (Moleong, 2005: 190) yang meliputi:

1) Fungsi komite sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Sragen
2) Faktor pendukung komite sekolah dalam penerapan MBS

pembelajaran pada guru PAL.
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3) Kendala komite sekolah dalam penerapan MBS pembelajaran guru
PAL.

Metode interview digunakan untuk memperoleh data tentang
penerapan management berbasis sekolah dan strategi yang dilakukan
oleh komite sekolah dalam mengatasi kendala-kendala pada
pembelajaran guru PAI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen .
Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-
barang terulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti
menyelidiki  benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peaturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya (Arikunto, 2002: 135).

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa
data-data yang diperlukan tentang latar belakang SMA
Muhammadiyah 1 Sragen . yang meliputi: sejarah berdirinya, letak
geografis, visi dan misi, keadaan guru dan staf, keadaan siswa-siswi,
struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana SMA
Muhammadiyah 1 Sragen. Serta tentang komite sekolah seperti
pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran komite
sekolah, fungsi komite sekolah, dan struktur komite sekolah di SMA

Muhammadiyah 1 Sragen.
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5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data.
Adapun analisis datanya akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,
dengan 3 langkah: (a) reduksi data (data reduction), (b) penyajian data
(data display), (c) penariakan kesimpulan (verification). Ketiga langkah
tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data akan dilakukan
kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih penting, yang bermakna
dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan-kesimpulan
finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Terakhir, pada tahap penariakan
kesimpulan akan dilakukan pengujian kredibilitas, transferbilitas, dan

reliabilitas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penulisan skripsi, penulis membagi beberapa bab untuk
mempermudah dalam memahami isi dari skripsi, untuk itu perlu adanya
sistematika yang global dalam memenubhi target yang diinginkan oleh penulis,
adapun sistematika pembahasan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri
dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB | : Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan
pemasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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BAB Il: Pemaparan tentang kajian teori, yang terdiri dari : pengertian
komite sekolah, tujuan komite sekolah, peran komite sekolah, fungsi komite
sekolah , struktur organisasi komite sekolah, pengertian Manajemen Berbasis
Sekolah, tujuan dan manfaat Manajemen Berbasis Sekolah, pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah, kendala—kendala Manajemen Berbasis Sekolah,
pengertian Pendidikan Agama Islam, tujuan dan fungsi Pendidikan Agama
Islam, pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

BAB IllI: Fungsi Komite dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
pada pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Sragen, Berisi tentang
Gambaran umum SMA Muhammadiyah 1 Sragen : Sejarah berdirinya, Letak
geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Gambaran umum tentang Peran
Komite Sekolah, fungsi Komite Sekolah, struktur organisasi Komite Sekolah,
pelaksanaan Manejemen Berbasis Sekolah, kendala-kendala Manajemen
Berbasis Sekolah pada pembelajaran PALI.

BAB IV: Analisis data tentang Fungsi Komite dalam Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) pada Pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1
Sragen.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.
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